
 
 

BUPATI HULU SUNGAI UTARA 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA 

NOMOR 1 TAHUN 2023 

 
TENTANG 

 

PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS 
UMUM PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN  

 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI HULU SUNGAI UTARA, 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan ketersediaan 
prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan 

permukiman, perlu dilakukan pengelolaan prasarana, 
sarana dan utilitas umum; 

 

  b. bahwa dalam rangka keberlanjutan pengelolaan prasarana, 
sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman 
perlu, dilakukan penyerahan prasarana, sarana, dan 

utilitas dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah;  
 

  c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (4) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perumahan dan 
Pemukiman dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 

Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, 
Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di 

Daerah, setiap prasarana, sarana dan utilitas umum yang 
telah selesai diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

 
  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, 
dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman; 

 
Mengingat  1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 

Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di 
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                
Nomor 1820); 

 

 
 

SALINAN 
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2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan 

Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6573); 

 
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6573); 
 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                

Nomor 5038); 
 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan 
dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5188), sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6573); 

 
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan 

Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 
22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5280), sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                
Nomor 6573); 
 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia               
Nomor 6767); 
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8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 
 

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lambaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6573) dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6760); 
 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang 

Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran 
Negara Republik lndonesia Nomor 4385); 
 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 
5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik lndonesia Tahun 2020 Nomor 142, 
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia                

Nomor 6523);  
 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara 
Republik lndonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan 
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6633); 
 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 
tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan 
Utilitas di Daerah; 
 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 
Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara 
Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 

Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 

2021 Nomor 5); 
 

15. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 
2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, 

Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu 
Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara 

Tahun 2021 Nomor 28); 
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MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYERAHAN PRASARANA, 

SARANA DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN DAN 
PERMUKIMAN. 

 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara. 

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksana usuran pemerintah yang 
menjadi kewenangan Daerah Otomom. 

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati Hulu Sungai Utara. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD 
dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan 

Daerah  

5. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang 

memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang 
layak, sehat, aman, dan nyaman. 

6. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk 

mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, 
budaya dan ekonomi. 

7. Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan 
lingkungan hunian. 

8. Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum adalah penyerahan 

berupa tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan dalam 
bentuk asset dan tanggung jawab pengelolaan dari Pengembang kepada 
Pemerintah Daerah. 

9. Rencana Tapak (site plan) adalah gambaran/peta rencana perletakan 
bangunan/kapling dengan segala unsur penunjangnya dalam skala batas-

batas luas lahan tertentu. 

10. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan 
tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan Prasarana, 

Sarana, dan Utilitas. 

11. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan 

lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang 
berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan 
tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. 

12. Pengembang adalah institusi atau lembaga penyelenggara pembangunan 
Perumahan dan Permukiman. 

13. Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka 
pelaksanaan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas. 
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14. Berita Acara Serah Terima Administrasi adalah serah terima kelengkapan 

administrasi berupa jaminan dan kesanggupan dari pengembang untuk 
menyediakan dan menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas kepada 

Pemerintah Daerah. 

15. Berita Acara Serah Terima Fisik adalah serah terima seluruh atau sebagian 
Prasarana, Sarana dan Utilitas berupa tanah dan/atau bangunan dalam 

bentuk asset dan/atau pengelolaan dan/atau tanggung jawab dari 
Pengembang kepada Pemerintah Daerah. 

 
 

BAB II 

TUJUAN DAN PRINSIP 
 

Pasal 2 
 

Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan 
Permukiman dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah bertujuan untuk 
menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan Prasarana, Sarana, 

dan Utilitas Umum di lingkungan Perumahan dan Permukiman. 
 

Pasal 3 
 

Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan 
Permukiman berdasarkan prinsip:  

a. keterbukaan, yaitu masyarakat mengetahui Prasarana, Sarana, dan 
Utilitas Umum yang telah diserahkan dan/atau kemudahan bagi 

masyarakat untuk mengakses informasi terkait dengan penyerahan 
Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum; 

b. akuntabilitas, yaitu proses penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas 

Umum yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan; 

c. kepastian hukum, yaitu menjamin kepastian ketersediaan Prasarana, 
Sarana, dan Utilitas Umum di lingkungan Perumahan dan Permukiman 
sesuai dengan standar, rencana tapak (site plan) yang disetujui oleh 

Pemerintah Daerah, serta kondisi dan kebutuhan masyarakat; 
d. keberpihakan, yaitu Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan Prasarana, 

Sarana, dan Utilitas Umum bagi kepentingan masyarakat di lingkungan 
Perumahan dan Permukiman; dan 

e. keberlanjutan, yaitu Pemerintah Daerah menjamin keberadaan Prasarana, 

Sarana, dan Utilitas  Umum sesuai dengan fungsi dan peruntukannya. 
 
 

BAB III 
PENYEDIAAN DAN PENYERAHAN PRASARANA,  

SARANA DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 
 

Bagian Kesatu  
Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan 

 dan Permukiman 
 

Pasal 4 
 

(1) Setiap Pengembang dalam melakukan pembangunan Perumahan dan 

Permukiman wajib menyediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum. 
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(2) Jenis dan luasan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rencana tapak (site plan)  yang 
telah disahkan oleh Pemerintah Daerah. 

 
Pasal 5 

 
Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi: 

a. prasarana, antara lain: 
1. jaringan jalan; 
2. jaringan saluran pembuangan air limbah; 

3. jaringan saluran pembuangan air hujan; dan 
4. tempat pembuangan sampah. 

b. sarana, antara lain: 
1. fasilitas pendidikan; 
2. fasilitas kesehatan; 

3. fasilitas umum dan sosial; 
4. fasilitas pemakaman; dan 
5. fasilitas perniagaan. 

c. utilitas, antara lain: 
1. air bersih; 

2. jaringan listrik dan penerangan jalan umum; dan 
3. hydrant air. 

 

Bagian Kedua 
Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum 

 
Pasal 6 

 

(1) Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang dibangun oleh Pengembang 
wajib diserahkan kepada Pemerintah Daerah. 

 
(2) Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun setelah 

masa pemeliharaan. 
 
(3) Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan secara bertahap atau 
sekaligus yang dituangkan dalam perjanjian antara Pengembang dengan 

Pemerintah Daerah. 
 
(4) Penyerahan secara bertahap atau sekaligus sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3): 
a. secara bertahap, apabila rencana pembangunan dilakukan bertahap; 

atau 
b. sekaligus, apabila rencana pembangunan dilakukan tidak bertahap 

dan sudah tidak ada lagi aktivitas pembangunan atau seluruh kapling 

efektif telah terjual. 
 

Pasal 7 

 
(1) Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang akan diserahterimakan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) harus memenuhi kriteria 
sebagai berikut: 
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a. untuk Prasarana berupa tanah dan bangunan harus sudah selesai 

dibangun dan dipelihara; 
b. untuk Sarana, harus dalam bentuk lahan siap bangun atau siap 

pakai; dan 
c. untuk Utilitas Umum, harus sudah selesai dibangun dan dipelihara. 

 

(2) Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang akan diserahkan harus: 
a. sesuai dengan standar, persyaratan teknis dan administrasi yang 

ditentukan oleh Pemerintah Daerah; 
b. sesuai dengan rencana tapak (site plan) yang telah disetujui oleh 

Pemerintah Daerah. 

 
Pasal 8 

 
(1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pemeriksaan administrasi dan fisik 

terhadap Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan 

Permukiman yang akan diserahkan melalui proses verifikasi. 
 
(2) Pelaksanaan verifikasi terhadap Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Verifikasi. 
 

(3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: 
a. Sekretaris Daerah sebagai ketua; 
b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 

bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, dan urusan 
pemerintahan bidang kehutanan dan lingkungan hidup sebagai 

Sekretaris; 
c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 

bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan urusan 

pemerintahan bidang pertanahan, sebagai anggota; 
d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 

bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan 

masyarakat sub urusan Satpol PP dan sub urusan kebakaran, sebagai 
anggota; 

e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 
bidang kesehatan, sebagai anggota; 

f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penanggulangan 

bencana daerah, sebagai anggota; 
g. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penatausahaan aset 

daerah, sebagai anggota; 
h. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi perencanaan daerah, 

sebagai anggota; 

i. Instansi Pemerintah yang membidangi pertanahan; 
j. Camat/Lurah dan/atau Kepala Desa; 
k. Perangkat Daerah lainnya sesuai kebutuhan.  

 
(4) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan 

Keputusan Bupati. 
 

Pasal 9 

 
(1) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) bertugas: 

a. melakukan inventarisasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang 
dibangun oleh pengembang secara berkala; 
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b. melakukan inventarisasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum 

sesuai perjanjian oleh Pengembang atau permintaan dari Pemerintah 
Daerah untuk menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum; 

c. menyusun jadwal kerja; 
d. melakukan verifikasi permohonan penyerahan Prasarana, Sarana, dan 

Utilitas Umum oleh Pengembang; 

e. menyusun berita acara pemeriksaan; 
f. menyusun berita acara serah terima; 

g. menyusun dan menyampaikan laporan lengkap hasil inventarisasi 
Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum secara berkala kepada Bupati; 
dan 

h. merumuskan bahan untuk kebijakan pengelolaan pemanfaatan 
Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum. 

 

(2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penilaian 
terhadap: 

a. kebenaran atau penyimpangan antara Prasarana, Sarana, dan Utilitas 
Umum yang telah ditetapkan dalam rencana tapak (site plan) dengan 
kenyataan di lapangan; dan 

b. kesesuaian persyaratan teknis Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum 
yang akan diserahkan dengan persyaratan yang ditetapkan. 

 
Pasal 10 

 

(1) Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan 
Permukiman dilakukan dengan Berita Acara Serah Terima dari 

Pengembang kepada Pemerintah Daerah. 
 
(2) Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. Berita Acara Serah Terima Administrasi; dan 
b. Berita Acara Serah Terima Fisik. 

 

Pasal 11 
 

(1) Berita Acara Serah Terima Administrasi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 10 ayat (2) huruf a, sekurang-kurangnya memuat: 
a. identitas para pihak yang melakukan serah terima; 

b. rincian jenis, jumlah, lokasi dan ukuran  objek  yang akan 
diserahkan; dan 

c. hak dan kewajiban para pihak yang bersepakat sebelum dilaksanakan 
serah terima secara fisik. 

 

(2) Berita Acara Serah Terima Administrasi sebagaimana dimaksud pada  
ayat (1) dilampiri: 
a. perjanjian antara Pengembang dengan Pemerintah Daerah tentang 

penyediaan dan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum; 
b. surat kuasa dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah tentang 

pemberian kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan 
pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan Prasarana, Sarana, 
dan Utilitas Umum yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah; 

dan 
c. daftar dan gambar rencana tapak (site plan) yang menjelaskan lokasi, 

jenis dan ukuran Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang akan 
diserahkan kepada Pemerintah Daerah. 
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Pasal 12 

 
(1) Berita Acara Serah Terima Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 

ayat (2) huruf b, memuat: 

a. identitas para pihak yang melakukan serah terima; dan 
b. rincian jenis, jumlah, lokasi, ukuran dan nilai objek yang diserahkan. 

 
(2) Berita Acara Serah Terima Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

harus dilampiri: 

a. daftar dan gambar rencana tapak (site plan) yang menjelaskan lokasi, 
jenis dan ukuran Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang 

diserahkan; 

b. berita acara hasil pemeriksaan/verifikasi kelayakan terhadap standar 
dan persyaratan teknis Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang 

diserahkan; 

c. akta Notaris pernyataan pelepasan hak atas tanah dan/atau 

bangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum oleh Pengembang 
kepada Pemerintah Daerah; dan 

d. sertifikat tanah asli atas nama Pengembang yang peruntukannya 

sebagai Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang diserahkan 
kepada Pemerintah Daerah. 

 

Pasal 13 

 
Dalam hal Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum ditelantarkan/tidak 
dipelihara oleh pengembang dan belum diserahterimakan kepada Pemerintah 

Daerah, maka Pemerintah Daerah berwenang untuk menyampaikan surat 
kepada pengembang untuk memperbaiki/memelihara Prasarana, Sarana dan 

Utilitas Umum dimaksud dan selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah 
Daerah. 

 

Pasal 14 

 
(1) Dalam hal Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum ditelantarkan/tidak 

dipelihara serta Pengembang tidak diketahui kedudukan dan 

keberadaannya dan belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah, maka 
surat kuasa pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dijadikan dasar oleh 

Pemerintah Daerah dalam pembuatan akta Notaris pernyataan pelepasan 
hak atas tanah dan/atau bangunan. 

 
(2) Surat kuasa dan akta Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dijadikan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk mengajukan permohonan 

pendaftaran hak atas tanah di Kantor Pertanahan. 
 

(3) Setelah Kantor Pertanahan menerbitkan sertifikat hak atas tanah, 
Pengelola barang milik daerah wajib melakukan pencatatan aset atas 
Prasarana dan Sarana ke dalam Daftar Barang Milik Daerah dan 

selanjutnya diserahkan kepada SKPD pengguna paling lambat 3 (tiga) 
bulan. 
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Pasal 15 

 
(1) Apabila penyerahan kewajiban Prasarana, Sarana, dan Utilitas umum 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tidak dipenuhi oleh pengembang 
maka Pemerintah Daerah akan melakukan penagihan. 

 

(2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila: 

a. pengembang lalai memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan; 

b. pengembang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan jangka 
waktu yang telah ditetapkan; 

c. pengembang hanya menyelesaikan sebagian kewajibannya; 

d. pengembang menunda-nunda realisasi kewajiban yang telah 
ditetapkan; 

e. pengembang tidak menyediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas 

umum yang telah diperjanjikan; dan 

f. terdapat indikasi kuat dan meyakinkan bahwa pengembang 

berupaya untuk menghindar dari kewajiban yang telah ditetapkan. 
 
(3) Tata cara penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),  

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
  

  

BAB IV 
PENGELOLAAN PRASARANA,  

SARANA DAN UTILITAS UMUM 

 
Pasal 16 

 

(1) Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang telah diserahkan 
sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. 

 
(2) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pengembang, badan 

usaha swasta dan/atau masyarakat dalam pengelolaan Prasarana, 

Sarana, dan Utilitas Umum. 
 

(3) Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan kerja sama pengelolaan 
Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dengan Pengembang, badan usaha 
swasta, dan masyarakat, pemeliharaan fisik dan pendanaan Prasarana, 

Sarana, dan Utilitas Umum menjadi tanggung jawab pengelola. 
 
(4) Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum tidak boleh merubah 

peruntukan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum. 
 

 

BAB V 
PENDANAAN 

 
Pasal 17 

 

(1) Pendanaan pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum 
Perumahan sebelum penyerahan menjadi tanggung jawab pelaku 

pembangunan/ Pengembang. 
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(2) Pendanaan pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum 

perumahan setelah penyerahan menjadi tanggung jawab Pemerintah 
Daerah. 

 
Pasal 18 

 

Pendanaan Pelaksanaan Peraturan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
 

BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  

 

Pasal 19 
 

(1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 
Pengembang dalam penyediaan dan penyerahan Prasarana, Sarana, dan 
Utilitas Umum. 

 
(2) Pembinaan terhadap penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana, dan 

Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a.  pembinaan terhadap aspek perencanaan; 
b. pembinaan terhadap aspek pengaturan, meliputi pemanfaatan, 

pemeliharaan, dan  kelembagaan; dan 
c.  pembinaan terhadap aspek pengendalian tata ruang dan perizinan. 

 

(3) Pengawasan terhadap penyediaan dan penyerahan prasarana, Sarana, 
dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a.  pengawasan dari aspek perencanaan; 
b. pengawasan dari aspek penyediaan prasarana, Sarana, dan Utilitas 

Umum; 

c.  pengawasan dari aspek penyerahan prasarana, Sarana, dan Utilitas 
Umum. 

 
(4) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) Bupati melimpahkan kewenangannya kepada SKPD yang 

membidangi urusan Perumahan dan Permukiman sesuai tugas pokok 
dan fungsinya. 

 

BAB VII  
SANKSI ADMINISTRASI 

 
Pasal 20 

 

Pengembang yang tidak melaksanakan kewajiban menyerahkan Prasarana, 
Sarana, dan Utilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dikenakan 
sanksi administratif sebagai berikut: 

a. sanksi teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan selang 
waktu masing-masing 14 (empat belas) hari kerja dan dimasukan dalam 

daftar hitam yang dipublikasikan kepada masyarakat; 
b. dicabut izinnya; dan/atau 
c. dihentikan kegiatannya. 
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BAB VIII 

KETENTUAN PERALIHAN 
 

Pasal 21 
 

Kebijakan Daerah mengenai Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas 

Umum Perumahan dan Permukiman sebagai diundangkan Peraturan Bupati 
ini, tetap berlaku dan dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan 

ketentuan perundang-undangan dan ketentuan dalam peraturan bupati ini. 
 
 

BAB IX 
KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 22 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu 

Sungai Utara. 
 

 
Ditetapkan di Amuntai 
pada tanggal 24 Januari 2023                     

 
Pj.BUPATI HULU SUNGAI UTARA, 
 

        CAP/TTD 

 

       R. SURIA FADLIANSYAH 
 

Diundangkan di Amuntai 
pada tanggal 24 Januari 2023 
 

       Pj.SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA, 
 

 CAP/TTD 

 

              ZAKLY ASSWAN 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA 
TAHUN 2023 NOMOR 1. 
 

 


